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ABSTRAK

: Tanggung Jawab Pidana Oleh Notaris dalam Pembuatan Akta 

Yang Kemudian Dinyatakan Sebagai Akta Palsu 

: Akta, Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Mahkamah

Judul Skripsi

Kata Kunci

Konstitusi (MK)

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan 
mendorong pentingnya akta dalam mempertahankan dan melindungi hak warga 
masyarakat. Notaris menjadi salah satu pejabat publik yang dapat membuat akta 
sebagai alat pembuktian yang kuat. Pembuatan akta harus sesuai dengan keterangan 
para pihak. Namun keterangan ini terkadang dibuat palsu atau berbeda dari fakta yang 
sebenarnya sehingga dapat membuat akta menjadi palsu. Dalam pencarian 
pembuktian akta palsu maka Notaris harus diperiksa oleh penyidik. Sedangkan 
Notaris memiliki undang-undang sendiri yang dapat menolak panggilan penyidik. 
Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa 
pemanggilan Notaris tidak harus dari izin Majelis Pengawas Daerah (MPD).
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BABI

PENDAIIULUAJSr

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan 

undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang ysng 

melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.1 Sedangkan perbuatan 

pidana yang dimaksud disini adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang 

dan diancam pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan 

atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan pidana ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.2 Selain itu, kata “perbuatan” lebih 

menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu 

melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum) tetapi dapat juga bersifat 

pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum).3

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), juga di dalam

perundang-undangan pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan dalam 

pasal-pasal. Didalam hukum pidana kepastian hukum atau lex certa merupakan hal 

yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP

1 R.Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum danDelik-deilik Khusus, Politea, Bogor, hlm 9.
2 Mocljatno, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dilengkapi Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang 

Perubahan KUHP yang berkaitab dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, ('terjemahan), PT. Bumi 
Aksara, Jakarta,2001.

3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 48.

1
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(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).4:

Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut 

Undang-Undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tertulis 

Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dan perbuatan itu. Dengan 

perkataan lain , ketentuan itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu 

dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik 

mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Pasal 1 Ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku 

suru untuk kepentingan terdakwa.5

Pasal ini merupakan wujud yang jelas dari asas legalitas yang menjangkau 

lebih jauh, dan tampak jaminan dasar kepastian hukum, tumpuan hukum pidana

1.

2.

3.

dan hukum acara pidana.

Didalam Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja kadang-kadang bukan saja

perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (opzed oogmerk). 

diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. 

Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan 

atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata :

Surat

1. Diperuntukan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau 

surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan

4, ibid hlm 55.
5 J.E. Sahciapy, Agustinus Pohan, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 3-4.
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wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan 

(verbintenis) atau pembebasan utang.

Dibuat palsu

Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau 

menyuruh orang lain memakai

Dengan pemikiran dengan itu dapat pula timbul kerugian.

Menurut Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang

2.

3.

4.

dapat dihukum ialah juga membikin palsu surat yang diperuntukkan guna 

membuktikan sesuatu hal.6 Dijelaskan dalam pasal 263 ayat (1) ; barangsiapa 

membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang daat menerbitkan sesuatu hak, 

sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebassan utang, atau yang boleh 

dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan 

menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah 

surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau nenpergunakannya dapat 

mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan 

hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.7 Membuat surat palsu adalah 

membuat surat yang isinya semestinya benar (tidak benar), atau membuat 

demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan 

memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga menjadi lain dari

surat

* ^amza^> Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm 136-137 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946Tntang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 263
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isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun 

caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan 

yang lain, dapat pula dengan jalan mengurangkan, menambah atau merobah 

sesuatu dari surat itu.8

Selain itu didalam Pasal 264 KUHP dijelaskan dalam ayat (1), bahwa: 

pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, 

pemalsuan surat atau membuat surat palsu seperti dalam akta-akta autentik. Akta 

autentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam 

setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti Pasal 

1867 KUH Perdata “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik 

atau dengan tulisan dibawah tangan”. Pasal 1868 KUH Perdata “Suatu akta 

autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di 

tempat akta itu dibuat”. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian 

demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Notaris 

sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah.9

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN

8 Soesilo.R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal 
Demi Pasal, Bogor, Penerbit Politcia, 1991, hlm 195-196.

9 Hari Sasangka,, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, Penerbit CV Mandar Maju, 2003, 
hlm 11.
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(Undang-Undang Jabatan Notaris).10 Notaris merupakan perpanjangan tangan dan 

pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan 

kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya 

dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notans menjawab kebutuhan 

masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi 

kepentingan hukum masyarakat11.

Notaris sebagai suatu jabatan di negeri ini mempunyai wewenang sendiri. 

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. 

Sebagai batasan agar jabatan dapat beijalan dengan baik, dan tidak bertabrakan 

dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian seorang pejabat (Notaris) 

melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang ini hanya diatur

didalam Pasal 15 dari Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) UUJN (Undang-Undang 

Jabatan Notaris) yang dapat dibagi menjadi:

a) Kewenangan umum Notaris

b) Kewenangan Khusus Notaris

c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.12

Wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti

Habib Adjic, Sekilas Dunia NOTARIS dan PPAT indonesia. Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009 hal
Santia Dewi, R.M. Fauwas Diradja, Panduan Teori dan Praklik Notaris, Yogyakarta, Penerbit Pustaka 

Yustisia, 2011 hlm 8
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik Terhadap UU N o. 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris) Penerbit Refika Aditama, Bandung 2011 hlm 78. 5

1.
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Surat Kuasa Membabankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, 

seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Akta autentik yang merupakan wewenang 

Notaris adalah seperti berikut:

1. Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 B W)

2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227

KU H Perdata)

3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal

1405 dan 1406 KUHPerdata)

4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)

5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

(Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)

6. Membuat akta risalah lelang13.

Notaris oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai 

wewenang untuk membuat akta itu.

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat 

itu adalah;

Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak 

dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang 

membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, 

mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta autentik 

Habib Adjic, Sekilas Dunia Notaris dan PPATIndonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 24
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mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai 

wewenang terbatas.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa

akta itu dibuat;

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa 

akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi 

agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa 

menurut Pasal 52 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), Notaris tidak 

diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang 

lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena 

perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah 

dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai 

dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam 

suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat 

Pasal 18 Ayat (1) UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), menentukan 

bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap 

Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan 

berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 Ayat (1) UUJN). Notaris 

mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat
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kedudukannya (Pasal 19 Ayat (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut

bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada 

ditempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh 

provinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan di kota Surabaya, maka dapat

kota lain dalam wilayah provinsi Jawamembuat akta di kabupaten atau

Timur.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannnya harus dalam keadaan aktif,

artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris

yang sedang cuti, sakit atau diberhentikan sementara berhalangan untuk

menjalankan tugas jabatannya.14

Salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum yang

memiliki batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketepatan yang diharuskan oleh 

aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa 

akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.15

Habib Adjie, Sehlas Dunia Notaris dan PPATIndonesia, ibid hlm 54-60 
15 Habib Adjie, opeit, hlm 79
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Selain dari kewenangan diatas, Notaris juga memiliki kewajiban. 

Kewajiban Notaris ini merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang 

jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan 

sanksi terhadap Notaris.16

Menurut Kode Etik Notaris Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan 

atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 

(INI), maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam 

rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notanat dan 

menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat Notaris.17

Dalam pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 4 Ayat (2) UUJN), dan pada

Pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan

segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh

guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang

menentukan lain.

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang 

diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh 

Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan isi akta dan keterangan 

yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya 

hanya Undang-Undang saja dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia

16 Habib Adjic, opcit, hlm 86
17 Santia Dewi, Fauwas diradja, Panduan Teori dan Praktik Notaris, ibidhlm 15
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akta dan keterangan/pemyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan 

pembuatan akta yang dimaksud.

Kewajiban ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban 

Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf 2 UUJN (Undang-Undang 

Jabatan Notaris), sehingga kewajiban ingkar notaris melekat pada tugas jabatan 

notaris. Kewajiban ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang diperiksa 

oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan 

dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau 

dihadapan Notaris yang bersangkutan.18

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam

Pasal 15 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dan kekuatan pembuktian dari

akta Notaris , maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para 

pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang

berlaku.

2. Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti 

lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar 

tersebut wajib membuktikan penilaian atau pemyataanya sesuai aturan hukum

18 Habib Adjic, .opcit, hlm 90
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yang berlaku.19

Pada setiap tindak pidana yang terjadi selalu terlihat dilakukan lebih dari 

Tiap tiap peserta memiliki sumbangan tersendiri dalam bentuk 

perbuatab kepada peserta yang lain sehingga tidak pidana tersebut terlaksana. 

Dengan demikian penyertaan dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu 

tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut 

beberapa orang atau lebih seorang.20

Ketentuan dasar yang dapat membawa notaris dalam keterlibatan 

pemalsuan akta autentik di dasarkan dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Dalam pasal 55 KUHP menyebutkan 4 golongan yang dapat dipidana :21

satu orang.

1. Pelaku atau Pleger

2. Menyuruh melakukan atau doenpleger

3. Turut serta atau Medepleger

4. Penganjur atau uitlokker

Sehingga dalam hal ini, Notaris yang berwenang mengeluarkan akta dapat 

menjadi turut serta ( medepleger) melakukan pemalsuan terhadap akta. Selain itu 

dapat dijatuhkan dengan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena 

telah membantu kejahatan bahwa : dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

19 Habib Adjic, ibid hlm 80
20 Tegu Prasctyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi) , ibid hlm 203
21 Undang-Undang No.l Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana di Indonesia, Pasal 55 ayat (1)
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2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan.22

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 merumuskan 

kewenangan Notaris dalam pembuatan akta yang dikeluarkannya, seperti .

a. Membuat akta yang telah ditentukan oleh undang-undang

b. Membuat akta atas kehendak para pihak.23 

Dalam pembuatan akta pihak ataupun akta relaas harus sesuai dengan tata

yang telah ditentukan. Akta pihak Notaris hanya mencatat dan membuatkan 

akta atas kehendak, keterangan atau pernyataan para pihak yang kemudian 

ditandatangani oleh para pihak tersebut, dan dalam akta relaas, berisi pernyataan

cara

atau keterangan Notaris sendiri atas apa yang dilihat atau didengarnya, dengan 

tetap berlandaskan bahwa pembuatan akta harus ada permintaan dari para pihak.

Akta notaris berisi keterangan, pernyataan para pihak dan dibuat atas 

kehendak atau permintaan para pihak dan Notaris membuatnya dalam bentuk yang 

sudah ditentukan Undang-Undang, dan juga notaris bukan pihak dalam akta 

tersebut, pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah Undang-Undang.

Berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para pihak, sehingga 

kemungkinan tidak sesuai dengan kenyataannya atau yang sebenarnya. Notaris 

tidak mungkin menyelidiki hal kebenaran yang disampaikan oleh para pihak ini.

22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 56
23 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia , ibid hlm 83
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Pemberian keterangan palsu oleh para pihak dapat dikenakan kedalam pasal 266 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu bahwa “barangsiapa menyuruh 

memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal 

yang kebenarannya harus dinnyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk 

memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya 

sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan 

kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Keterangan atau

pernyataan dari para pihak yang tidak benar ini dapat berakibat akta yang

dikeluarkan oleh Notaris menjadi palsu. Sehingga dalam penggunaannya dapat 

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang bersangkutan dan memiliki 

hubungan dengan penggunaan akta palsu tersebut. Dan para pihak lain yang 

merasa dirugikan ini merasa apabila Notaris yang mengeluarkan akta tersebut ikut 

bertanggung jawab dalam kerugiannya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi yang beijudul: 

”Tanggung Jawab Pidana Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang 

Kemudian Dinyatakan Sebagai Akta Palsu”.
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d3. PERUMUSAN MASALAH

maka dirumuskanlatar belakang diatasBerdasarkan uraian

permasalahannya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pidana oleh notaris terhadap akta autentik yang 

dibuat dan berdasarkan keterangan palsu dari para pihak

2. Apakah notaris dapat menolak pemeriksaan penyidik dalam perkara 

pidana dengan alasan rahasia jabatan seperti dalam pasal 16 ayat (1)

huruf e undang-undang No. 30 Tahun 2004 UUJN Tentang jabatan

Notaris.

C. RUANG LINGKUP PENULISAN

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah serta tidak menyimpang dalam

menganalisis pembahasannya, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan, 

yaitu hanya menyangkut tanggung jawab pidana oleh notaris terhadap akta 

otentik yang dibuat dan berdasarkan keterangan palsu dari para pihak dan 

apakah notaris dapat menolak pemeriksaan penyidik dalam perkara pidana 

dengan alasan rahasia jabatan seperti dalam pasal 16 ayat (1) huruf e 

undang-undang No. 30 Tahun 2004.

D. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pidana oleh notaris terhadap
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akta otentik yang dibuat dan berdasarkan keterangan palsu dari para pihak 

2. untuk mengetahui apakah notaris dapat menolak pemeriksaan penyidik dalam 

perkara pidana dengan alasan rahasia jabatan seperti dalam pasal 16 ayat (1) 

huruf e undang-undang No. 30 Tahun 2004 UUJN

E. MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan di bidang ilmmu hukum, khususnya mengenai tanggung jawab

pidana oleh notaris terhadap akta otentik yang kemudian dinyatakan palsu.

2. Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pembaca dalam memahami bagaiamana tanggung jawab dan kewengan 

notaris terhadap pembuatan akta otentik serta penolakan pemeriksaan dari 

penyidik dengan alasan rahasia jabatan berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf e

undang-undang No. 30 Tahun 2004.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh oleh penulis 

dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penulisan. Untuk 

membahas permasalahan tersebut maka metode-metode yang digunakan dalam
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penulisan ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, penelitian ini menekanan pada konteks, isi dan kerangka 

referensi dari penulis yang dipaparkan secara deskriptif analitis. Penelitian mi 

bersifat deskriptif, sebab penulisan ini akan melukiskan asas-asas atau 

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penulisan ini.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Secara khusus, maka 

tujuan penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas hukum,

norma-norma

sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, 

identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

Penelitian hukum normatif berbeda dengan istilah legal research. 

Penelitian hukum normatif cenderung bersifat teoritis maka penelitian legal 

research lebih bersifat praktis. Penelitian juga dilakukan dengan menganalisis 

hukum baik didalam buku (law as it written in the book), maupun hukum yang 

diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan {law as it is decided by the 

judge throughjudicial process) atau yang lebih sering disebut dengan penelitian 

doktrinal.

Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (jakarta : UI Press 1986), hlm 50.
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2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Penelitian ini merupakan

penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

b. Sumber data

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, meliputi

b.l Bahan hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat 

mengikat, meliputi :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

d. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

b.2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang 

mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku 

literatur, hasil-hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, beberapa 

sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas, 

ketentuan-ketentuan lainnya yang mempunyai ketrkaitan langsung 

dan relevan dengan objek kajian penelitian. 

b.3 Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan-bahan yang bersifat

membahas
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penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

meliputi koran, kamus, kamus hukum dan referensi-referensi lainnya 

yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui 

membaca literatur, artikel ilmiah , majalah, bahan-bahan kuliah yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti serta dengan menggunakan cara 

dokumentasi dalam rangka mendapatkan kelengkapan data.

cara

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis 

kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan 

induktif. Metode deduktif dengan, membaca, menafsirkan, dan membandingkan 

sedangkan induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang 

berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang 

sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Sumber-sumber ini antara lain dari buku-buku ilmiah, artikel, internet, 

skripsi, thesis dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini 

Penelitian juga dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis.
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Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu :

1. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum mengenai 

tanggung jawab pidana oleh notaris terhadap akta otentik yang kemudian

dinyatakan sebagai akta palsu.

Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan2.

klasifikasi tertentu.

Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara

induktif kualitatif.
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